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BUPATI TORA"IA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal I Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2Ol8 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara
Tahun Anggaran 2018.

Mengingat:l. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2O0O tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO0 Nomor 13O, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3988);

)



(

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (kmbaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3861) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 44OO);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20O4 tentang Sistem Perencanaa-n Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan l€mbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1O1, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20O8 Nomor 4874);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O49);

10. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun
2014 Nomor 244, Tanr,.bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

(



(

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2OO1 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO1 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4O9O);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 20O5 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O05 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2Ol2 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 20O5 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O05 Nomor 138, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2OO5 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO5 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2O05 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Staldar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

17. Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2O06 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 lentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O10 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 201O Nomor 123, Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 5165);

20. Peratural Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

(



((

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

22. Peratr.:ran Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2Ol4 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendpatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (l,embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 201O
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2O10 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tora-ja Utara Nomor 3);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2O16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Toraja Utara Nomor 61);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 18 Tahun 2017 tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017 Nomor 18)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 18 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun
2O18 Nomor 9);

2T.Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 75 Tahun 2Ol7 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupten Toraja Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017 Nomor 75)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 75 Tahun 2Ol7 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018 Nomor 39).

28. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2773/X/2OLB tanggal 19 Oktober 2018 tentang Evaluasi
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2018.



Menetapkan:

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 75 Tahun 2O17 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O18 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017
Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 18 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 75 Tahun 2Ol7 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O18 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tal.un 2018 Nomor 18)
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2O18 semula berjumlah Rp.\.1L4.447.337.000,00
bertambah Rp.5.558.507.237,OO sehinsgamenjadi Rp.1.120.005.A44.237,OO denganrinciansebagaiberikut:
1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp1.114.447.337.000,00
b. Bertambah Rp 5.55 .507.237,0O

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

2. Belanja
a. Semula Rp1.114.599.337.000,00
b. Bertambah/ (Berkurang) Rp 16.639.722.51,5,7O

Jumlah Belanja setelah Perubahan

SURPLUS/DEPISIT

( (

Rp1. 120.005.844.237,OO

Rp1. 13 1.239.059.5 15.70

Rp LL.233.2r5.274,7O



(

3. Pembiayaan Daerah:
a. Penerimaan

1) Semula
2) Bertambah/(Berkurang)

b. Pengeluaran
1) Semula
2) Bertambah/(Berkurang)

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan

Rp3.500.0OO.000,O0
Rp11.081.215.278,70

Rp3.348.000.00O,00
Rp 0,00

Rp 14.5A1.215.274,7O

RD 3.348.OOO.000 00
It.233.215.278,70

0,00

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan
Sisa kbih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan

Rp
Rp

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai urain (rincian) Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(



a

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraLuran Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

di Rantepao
26 Oktober 2018

A UTARA,

BONAN

a
A

Diundangkan di Rantepao
pada 26 Oktober 2O18

DAERAH
RAJA UTARA,

KABUPATEN TORA"IA UTARA NOMOR 39 TAHUN 2018

REDE RONI BARE


